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Latar Belakang

Desentralisasi sistem kesehatan merupakan proses reformasi sektor kesehatan yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan serta hasil kesehatan melalui
pengalihan wewenang dan kekuasaan dari tingkat pusat (lebih tinggi) ke tingkat
periferal (lebih rendah), yang lebih dekat dengan pengguna layanan kesehatan. Hal ini
dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk melalui regionalisasi penyediaan
layanan kesehatan, pembentukan mekanisme untuk mendelegasikan wewenang
kepada lembaga kesehatan di tingkat lokal/komunitas, dan/atau pengalihan
kekuasaan dari tingkat manajemen/pemerintah pusat ke tingkat daerah (Rakmawati
et al., 2019; Brennan et al., 2020; Brennan et al., 2023).

Desentralisasi umumnya diimplementasikan karena manfaat yang diklaimnya,

seperti peningkatan pengambilan keputusan lokal yang lebih responsif serta
keterlibatan yang lebih kuat dengan komunitas lokal. Namun, bukti mengenai sejauh
mana manfaat tersebut serta dampak negatifnya, masih belum jelas. Dampak
desentralisasi sistem kesehatan yang telah dilaporkan menunjukkan hasil yang jauh
lebih positif dibandingkan dengan yang lainnya. Namun, sistem kesehatan yang
terdesentralisasi kemudian disentralisasi kembali sebagai akibat dari kegagalan
reformasi yang dirasakan (Kadandale et al., 2024; Sapkota et al., 2023; Sreeramareddy
et al., 2019; Paramita et al., 2018; Maharani et al., 2015).
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pemekaran
Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak menunjukkan beberapa kemajuan signifikan
di sektor kesehatan. Meski demikian, Kabupaten Fakfak menghadapi tantangan
multidimensi dalam mengembangkan sistem kesehatan, termasuk dalam
implementasi program PHBS. Karakteristik geografis yang didominasi oleh topografi
pegunungan dan hutan tropis, aksesibilitas yang terbatas, serta distribusi penduduk
yang tidak merata di pedesaan merupakan faktor struktural yang memengaruhi
efektivitas program kesehatan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga
menunjukkan kompleksitasnya sendiri akibat tingkat sosial ekonomi, akses terhadap
air bersih, serta kapasitas sistem pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini berkontribusi
terhadap status kesehatan masyarakat (Putri et al., 2025; Tjokroprawiro et al., 2026;
Mulyanto et al., 2019; Salomina et al., 2025; Sapkota et al., 2023).

Saat ini, Indonesia sedang menjalankan transformasi sistem kesehatan. Dalam
situasi tersebut, desentralisasi mungkin secara khusus difokuskan pada upaya
mengatasi kekurangan yang dirasakan (atau meningkatkan efisiensi) dalam sistem
kesehatan. Jika merujuk pada kerangka kerja sistem kesehatan, WHO membagi sistem
kesehatan menjadi enam komponen atau subsistem: kepemimpinan dan tata kelola,
penyediaan layanan kesehatan, sumber daya manusia untuk kesehatan (SDM
Kesehatan), produk dan teknologi medis, pembiayaan kesehatan, dan sistem
informasi kesehatan. Kerangka kerja tersebut menekankan saling ketergantungan
antarsubsistem ini, dengan masing-masing saling memengaruhi. Sementara
desentralisasi sistem kesehatan yang melibatkan transfer wewenang dan kekuasaan



paling jelas berkaitan dengan subsistem kepemimpinan dan tata kelola. Kondisi ini
kemudian bisa saja berdampak positif pada beberapa subsistem kesehatan, dan bisa
berdampak negatif pada subsistem lainnya (Sarti, 2023; Sarti, 2023; Karakolias dan
Polyzos, 2025; Gamalliel dan Fuady, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan tinjauan atau review dokumen kebijakan dan riset primer
terkait dampak atau profil implementasi desentralisasi kesehatan. Tinjauan ini
menggabungkan temuan dari riset yang telah dipublikasikan dan dokumen resmi
pemerintah daerah untuk mempelajari dampak desentralisasi terhadap sistem
kesehatan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana desentralisasi melalui
devolusi berdampak pada masing-masing subsistem kesehatan. Selain itu, tinjauan
dokumen ini secara khusus, bertujuan untuk mengetahui dampak apa yang
ditimbulkan oleh desentralisasi pada kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan di
Kabupaten Fakfak.

Review Publikasi dan Dokumen Kebijakan

a. Review Publikasi

Review publikasi merupakan kegiatan sintesis pengetahuan vyang
disederhanakan yang mempercepat metode tinjauan sistematis konvensional untuk
memberikan bukti tepat waktu bagi kebijakan kesehatan dan kinerja sistem pelayanan
kesehatan. Dengan menyederhanakan metode—seperti mempersempit ruang
lingkup pertanyaan penelitian, membatasi jumlah basis data yang dicari, atau
menyederhanakan ekstraksi dan analisis data—tinjauan cepat memungkinkan peneliti
untuk memberikan temuan yang tepat waktu dan relevan dalam waktu yang terbatas.
Mengingat jangka waktu yang terbatas untuk mengembangkan riset implementasi
kebijakan, tinjauan atau review publikasi dilakukan untuk secara efisien mensintesis
bukti yang ada tentang pembangunan kesehatan dan memberikan wawasan yang
tepat waktu guna menginformasikan kebijakan serta evaluasi kinerja program
kesehatan. Dengan memberikan temuan yang kontekstual dan dapat ditindaklanjuti
dengan cepat, tinjauan atau review publikasi mendukung analisis kebijakan kesehatan
yang lebih responsif dan berbasis bukti di era desentralisasi kesehatan.

Tujuan

Secara umum, review publikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan
kesehatan, khususnya desentralisasi, yang berlaku di Kabupaten Fakfak serta
menjelaskan mode, cakupan, dan fokusnya. Secara khusus, review ini bertujuan untuk
mensintesis bukti dari literatur yang telah diterbitkan mengenai efektivitas kebijakan,
praktik, program, dan intervensi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak
selama satu dekade terakhir. Pertanyaan penelitian utama yang dikembangkan
adalah: bukti apa yang tersedia tentang dampak pelaksanaan kebijakan/program



kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak berbasis pada
kerangka kerja sistem kesehatan yang terdesentralisasi?

Metode

Artikel publikasi yang dianalisis diperoleh dari hasil pencarian pada basis data PubMed
dan Google Scholar. Kombinasi string pencarian yang digunakan untuk pencarian
literatur di PubMed adalah sebagai berikut: Kebijakan Kesehatan ATAU Program ATAU
Fakfak DAN Pelayanan Kesehatan DAN Masyarakat. Peneliti kemudian menyertakan
artikel yang akan dianalisis jika membahas kebijakan desentralisasi, intervensi,
strategi, atau program yang dilaksanakan untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten
Fakfak, dan diterbitkan antara tahun 2015 dan 2026. Peneliti mengulas semua jenis
artikel, baik penelitian primer (original research) maupun ulasan (seperti tinjauan
sistematik, tinjauan pelingkupan, tinjauan integratif, tinjauan cepat, dan tinjauan
naratif). Strategi ini dilakukan untuk memperoleh bukti ilmiah yang lebih
komprehensif mengenai kinerja sistem dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Fakfak.
Peneliti juga menggunakan artikel baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa
Inggris. Artikel yang tidak dapat diakses, tidak digunakan dalam riset ini. Pencarian
artikel publikasi yang diterbitkan dilakukan pada tanggal 01 dan 21 Juni 2026. Ekstraksi
data dilakukan pada bulan Juni 2026.

Analisis

Peneliti utama (principal investigator/Pl) bersama tim melakukan penelusuran
literatur, menyaring judul dan abstrak artikel, serta menghapus duplikasi. Penyertaan
artikel dilakukan oleh Pl dan diperiksa secara silang oleh tim untuk memastikan
keakuratan dan keandalannya. Data diekstrak oleh PI, diverifikasi oleh tim, dan dicatat
dalam formulir yang disepakati untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan di
seluruh studi yang dipilih. Informasi yang relevan—termasuk judul, tahun publikasi,
jenis kebijakan, populasi atau cakupan geografis, jenis intervensi, hasil utama (hasil
intervensi, tantangan, faktor pendukung), serta rekomendasi atau lesson learned —
didokumentasikan secara sistematis. Data yang diekstrak dari artikel publikasi yang
dipilih juga diringkas sesuai dengan kerangka kerja Sistem Kesehatan WHO.

Hasil

Hasil penelusuran artikel publikasi memperoleh 26 artikel, dengan rincian 18
artikel spesifik yang membahas kesehatan di Kabupaten Fakfak dan 8 artikel yang
membahas kesehatan di Provinsi Papua Barat dan secara nasional. Rangkuman
selengkapnya disajikan pada Tabel 2. Dari 26 paper yang ditinjau, ditemukan beberapa



fokus atau target kebijakan atau program yang perlu ditingkatkan kualitas dan
kinerjanya, baik dari sisi populasi atau masyarakat maupun dari sisi penyedia
pelayanan kesehatan atau pemerintah. Temuan utama menggarisbawahi beberapa
aspek penting dari sisi masyarakat/populasi seperti: literasi kesehatan, sanitasi dan
kesehatan lingkungan, praktik pencegahan penyakit, akses ke pelayanan kesehatan
dan utilisasi pelayanan kesehatan. Sementara, dari sisi penyedia layanan kesehatan
atau sistem kesehatan beberapa isu penting adalah: perlindungan resiko penyakit,
pembiayaan kesehatan, kapasitas SDM kesehatan, disparitas, inovasi dan manajemen
program (e.g., penyakit tropis), monitoring dan evaluasi.



Tabel 2. Rangkuman temuan utama dari review artikel atau paper yang telah terpublikasi (n=26)

Penulis
(Tahun)

Tujuan

Setting/Konteks

Kebijakan/Progra
m/Intervensi

Temuan Utama

Spesifik pada Kabupaten Fakfak

Ariyanty et al.
(2026)

Salsabilah et
al. (2025)

Menganalisis hubungan
antara pengetahuanibu
tentang Posyandu dan
cakupan D/S di wilayah
kerja Puskesmas Fakfak
Tengah

Mengidentifikasi
hubungan antara faktor
sosiodemografis dan
kepuasan pasien, serta
membandingkan
kepuasan antara pasien
rawat jalan BPJS dan
non-BPJS di Rumah

Populasi

RS/Pasien

Pemberdayaan
kesehatan
masyarakat

Pembiayaan
kesehatan

Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki
seorang ibu, semakin besar kemungkinan dia
menerapkan apa yang telah dia pelajari melalui
pembelajaran, pengalaman, dan refleksi;
Untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita
kesehatan, kader dan bidan dapat memberikan
informasi mengenai peningkatan kesehatan
balita ditinjau setiap bulan selama kegiatan
Posyandu melalui media informasi seperti poster,
leaflet, dan media lainnya;

Program intervensi harus berfokus pada
sosialisasi informasi pendidikan kesehatan yang
mudah diakses dan dipahami oleh para ibu agar
peningkatan cakupan D/S dapat berdampak
langsung pada kesejahteraan anak.

Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan
pendapatan tidak memiliki hubungan signifikan
dengan tingkat kepuasan pasien terhadap
pelayanan kefarmasian;

Jarak tempat tinggal dan jenis asuransi
menunjukkan hubungan yang bermakna, bahwa
kemudahan akses dan status kepesertaan lebih
berpengaruh terhadap persepsi mutu pelayanan



Woretma et
al (2025)

Hindrom

Sakit Daerah Fakfak.

Mengidentifikasi Populasi
determinan stunting

pada balita usia 12-59

bulan di wilayah kerja
Puskesmas Sekban

Kabupaten Fakfak

Tahun 2024

Mengetahui faktor Populasi

Program
pencegahan
stunting

Sanitasi dan

dibandingkan karakteristik individu;

e Pasien Non-BPJS memiliki tingkat kepuasan lebih
tinggi;

e Pada pasien BPJS, hanya jarak tempat tinggal
yang berpengaruh signifikan, sedangkan seluruh
faktor sosiodemografis pada pasien Non-BPJS
tidak menunjukkan perbedaan bermakna,
menandakan bahwa kepuasan mereka lebih
ditentukan oleh kualitas pelayanan kefarmasian
secara langsung;

e Pelayanan kefarmasian di RSUD Fakfak telah
berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat
kesenjangan tingkat kepuasan antara pasien BPJS
dan Non-BPJS;

e Peningkatan mutu layanan perlu difokuskan pada
penguatan kemampuan komunikasi dan empati
tenaga kefarmasian agar pelayanan menjadi lebih
tanggap, ramah, dan setara bagi seluruh pasien;

e Evaluasi kepuasan secara berkala juga perlu
dilakukan sebagai dasar peningkatan
berkelanjutan mutu pelayanan kefarmasian.

Determinan kejadian stunting pada balita di
wilayah kerja Puskesmas Sekban pada tahun 2024
yaitu pendidikan ibu, pemberian ASI eksklusif,
pola pemberian makan/MPASI. Sedangkan
pendapatan keluarga bukan termasuk dalam
determinan atau faktor risiko kejadian stunting.

e Tingkat sanitasi dan kualitas air bersih yang buruk



(2025)

Talla et al.
(2025)

kesehatan lingkungan
dan dampaknya
terhadap kejadian
stunting pada balita di
wilayah Puskesmas
Degen

Menganalisis
hubungan antara
kecemasan dan kadar
glukosa darah pada
pasien diabetes
melitus di RSUD
Fakfak.

RS/pasien

stunting

Pengelolaan PTM

berkontribusi terhadap peningkatan kejadian
stunting;

Keluarga dengan perilaku kebersihan lingkungan
rumah yang baik memiliki balita dengan risiko
stunting yang lebih rendah;

Edukasi dari kader dan tenaga kesehatan menjadi
penguat dalam perubahan perilaku kesehatan
masyarakat;

Faktor kesehatan lingkungan yang berkontribusi
terhadap stunting pada balita di wilayah
Puskesmas Degen meliputi kualitas air bersih,
sanitasi lingkungan, dan kebersihan lingkungan
rumah.

Sebagian besar pasien diabetes melitus di
RSUD Fakfak mengalami kecemasan (96%)
dengan mayoritas kadar glukosa darah masih
dalam kategori normal (70%);

Hubungan yang signifikan antara kecemasan dan
kadar glukosa darah (p = 0,000), di mana seluruh
pasien dengan kadar glukosa tinggi berada pada
kelompok yang mengalami kecemasan. Hal ini
menegaskan bahwa faktor psikologis,
khususnya kecemasan, berperan penting
dalam kestabilan metabolisme glukosa pasien
diabetes;

Pengelolaan diabetes melitus tidak hanya
difokuskan pada terapi medis seperti diet,
olahraga, dan pengobatan farmakologis, tetapi
juga mengintegrasikan intervensi psikososial;
Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga



Fretes dan
Atanai (2024)

Marina et al
(2024)

Mengevaluasi
efektivitas intervensi
pendidikan untuk
meningkatkan
pengetahuan, sikap,
dan perilaku orang tua
dalam

mendukung
pertumbuhan dan
perkembangan balita
yang mengalami
stunting di wilayah
Puskesmas Fakfak,
Provinsi Papua Barat

Mengeksplorasi strategi

inovasi pengendalian
malaria di Kabupaten

Populasi

Provider/Puskesma

S

Program promosi
kesehatan

Inovasi Program
Malaria

penting untuk mengurangi kecemasan yang
dialami pasien;

Perlu strategi terpadu antara aspek medis dan
psikologis, diharapkan pasien diabetes dapat
mencapai kontrol glukosa darah yang lebih
baik serta meningkatkan kualitas hidup secara
menyeluruh.

Intervensi edukasi dapat meningkatkan
pengetahuan orang tua tentang nutrisi dan
praktik perawatan anak yang tepat, serta
memengaruhi sikap dan keyakinan mereka
mengenai pentingnya nutrisi yang baik dan
praktik pengasuhan;

Intervensi ini berhasil mendorong perubahan
perilaku positif terkait pemberian makan,
kebersihan, dan kepatuhan terhadap jadwal
imunisasi;

Untuk replikasi program ini di daerah lain dengan
masalah stunting serupa direkomendasikan, yang
membutuhkan kolaborasi erat antara tenaga
kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat;
Materi pendidikan perlu diperbarui sesuai
dengan kebutuhan lokal dan perkembangan
terkini dalam nutrisi dan kesehatan anak, dengan
penggunaan media interaktif yang lebih efektif
untuk penyebaran informasi.

Inovasi Bebas Malaria Kampung Bercahaya,
berhasil menurunkan kasus malaria secara
signifikan dalam 5 tahun terakhir;

10



Munirah et al
(2024)

Risyanto et al
(2024)

Fakfak, Provinsi Papua
Barat yang menjadi
salah satu wilayah
endemis malaria di
wilayah Timur
Indonesia

Menentukan
kemungkinan adanya
reservoir Plasmodium
di antara hewan ternak
di daerah endemik
malaria.

Mengetahui hubungan
pengetahuan dan
sikap masyarakat
terhadap upaya

Lab komunitas

Populasi

Evaluasi

Pencegahan vertor
borned disease

® Program ini memerangi malaria dari kampung ke
kampung dengan melibatkan semua pihak dalam
wadah Malaria Center;

e Menggunakan strategi menyerang (kampung
yang memiliki 5 atau lebih kasus malaria dalam
kurun waktu dua bulan;

e Menggunakan strategi penyerangan (mass-
screening, indoor residual spraying (IRS), survei
kelambu berinsektisida, dan pengendalian vektor
yang dijalankan secara intensif hingga kasus
menjadi nol;

e Strategi bertahan dilakukan jika tidak ada kasus
malaria, maka surveilans dilakukan secara ketat;

e Jika ditemukan kasus, maka dilakukan metode 1-
2-5;

e Inovasi pengendalian Bela Kaca dapat menjadi
salah satu upaya untuk mempercepat eliminasi
malaria yang didukung oleh masyarakat dan para
pemangku kepentingan.

DNA Plasmodium manusia pada hewan peliharaan
dalam penyakit malaria-daerah endemik
menunjukkan adanya hubungan potensial dengan
tingkat persistensi dan tingginya penyakit tersebut
prevalensi malaria di wilayah tersebut

Upaya pencegahan penyakit malaria di Kelurahan
Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari, Kabupaten
Fakfak, sebagian besar masyarakat sudah
melakukan upaya pencegahan dengan kategori

11



Ginting
(2024)

pencegahan penyakit
malaria di Kelurahan
Dulanpokpok,
Kecamatan Pariwari,
Kabupaten Fakfak.

Mengembangkan Otonomi khusus
model konseptual yang

menggambarkan

dampak desentralisasi

fiskal

terhadap sektor

kesehatan masyarakat

dan pendidikan

Kebijakan fiskal
kesehatan

cukup sebanyak 35% dan kategori baik sebanyak
28%. Masih ada masyarakat yang memiliki upaya
pencegahan dengan kategori kurang, yaitu sebanyak
37%. Upaya pencegahan penyakit malaria
mempunyai hubungan yang signifikan dan bersifat
searah dengan tingkat pengetahuan masyarakat
dengan koefisien korelasi bernilai positif, namun
tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan
sikap masyarakat. Oleh sebab itu, upaya
pencegahan malaria perlu ditingkatkan dengan
edukasi dan monitoring secara berkelanjutan

e Desentralisasi fiskal memberikan dampak yang
signifikan dan positif terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik sektor kesehatan namun
dampaknya relatif moderat dan tidak terlalu
besar;

e Desentralisasi fiskal harus disertai dengan
reformasi kelembagaan yang tepat sasaran dan
kebijakan yang mendukung;

e Perluintegrasi indikator Standar Pelayanan
Minimum (SPM) ke dalam evaluasi kinerja tingkat
kabupaten, sehingga menciptakan kerangka
standar untuk mengukur kemajuan dalam
pendidikan dan layanan kesehatan;

® Pengalokasian anggaran APBD hendaknya
berpedoman pada rasional dan berbasis bukti
prioritas pengeluaran, memastikan bahwa
pengeluaran di kedua sektor ini sejalan dengan
target pemberian layanan dan kebutuhan
penduduk;

12



Widyanti et
al. (2022)

Rahmalia et
al. (2023)

Mengetahui prevalensi
merokok dan konsumsi
alkohol, serta menilai
faktor-faktor yang
berhubungan pada
ODHA heteroseksual di

Papua Barat, Indonesia.

Menilai persepsi
tentang malaria,
perilaku mencari
pengobatan, dan
kepatuhan terhadap
pengobatan selama 14
hari untuk malaria P.
vivax di Mimika, Papua,

Populasi kunci

Populasi/pasien

Faktor resiko

Evaluasi
pengobatan

Pemerintah pusat harus mendukung
peningkatan kapasitas di tingkat daerah,
memastikan bahwa kabupaten memiliki
kompetensi administratif dan teknis untuk
mengelola dana desentralisasi secara efektif.

Perempuan, yang bekerja, dan memiliki CD4 >
350 sel/mm?3 memiliki prevalensi merokok
tembakau dan gangguan penggunaan alkohol
(AUD) yang lebih tinggi dibandingkan yang lain;
Jenis kelamin, status pekerjaan, jumlah CD4+,
dan infeksi oportunistik berhubungan dengan
merokok tembakau dan konsumsi alkohol pada
ODHA;

ODHA heteroseksual merupakan kelompok
heterogen yang membutuhkan diferensiasi lebih
lanjut dalam penelitian dan harus dimasukkan
dalam penilaian kesehatan perilaku sebagai
bagian dari perawatan klinis dan penelitian;
Kebutuhan akan program pengendalian
penggunaan rokok dan alkohol yang efisien bagi
ODHA.

Kepatuhan terhadap pengobatan malaria
merupakan proses yang tertanam secara sosio-
kultural di mana pasien mengevaluasi kembali
karakteristik obat-obatan dalam kaitannya
dengan perjalanan penyakit, pengalaman masa
lalu mereka dengan penyakit tersebut, dan
manfaat pengobatan yang dirasakan;
Kepatuhan terhadap pengobatan malaria adalah
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Barunawaty
et al (2023)

Yusuf et al
(2023)

Indonesia.

Mengetahui hubungan  Populasi
pengetahuan, sikap,

dan perilaku mengenai
kesehatan reproduksi

dengan fenomena

infeksi menular

seksual pada ibu hamil

di Kabupaten Fakfak.

Melakukan pelatihan SDMK
skrining kaki pasien

yang mengalami

diabetes sesuai dengan

Kesehatan
maternal

Pengembangan
kapasitas

71,2 persen (131/184) pada kelompok yang
diawasi, 56,9 persen (91/160) pada kelompok
yang tidak diawasi, dan 62,4 persen (164/263)
pada kelompok kontrol; p=0,019;

e Kepatuhan adalah 47,5% (47/99) di antara
penduduk Papua dataran tinggi, 51,7 persen
(76/147) di antara penduduk Papua dataran
rendah, dan 72,9 persen (263/361) di antara
penduduk non-Papua;

e Hambatan struktural yang menghambat
kepatuhan pasien sangat penting untuk
dipertimbangkan dalam pengembangan dan
penerapan kebijakan pengobatan malariayang
efektif.

e Semakin rendah pengetahuan ibu hamil
tentang kesehatan reproduksi, lebih banyak
infeksi menular seksual yang terjadi terhadap
ibu hamil di Kabupaten Fakfak;

e Perilaku kesehatan reporduksi yang baik dapat
menekan kejadian IMS pada bumil;

® Puskesmas Fakfak harus lebih intensif dalam
memberikan informasi kesehatan, khususnya
informasi tentang penyakit menular seksual
serta kesehatan reproduksi kepada WUS dan
bumil.

Pelatihan atau pengembangan kapasitas dapat
meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan
tentang skrining kaki pada pasien diabetes.
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Waromi et al
(2022)

Amelia dan
Situmorang
(2022)

SOP bagi tenaga
Kesehatan

Mengnalisis
penempatan SDM
Kesehatan berbasis
kinerja di Dinas
Kesehatan Kabupaten
Fakfak

Mengetahui faktor
risiko prevalensi LBW
berdasarkan usia ibu,
usia kehamilan, paritas,
kadar hemoglobin,

Organisasi/SDMK

RS/pasien

Tata kelola SDMK

Faktor resiko

SDMK yang ditempatkan pada posisi tertentu
harus memiliki kompetensi yang diperlukan
untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan
efisien. Proses penempatan karyawan yang tidak
tepat akan menyebabkan kinerja yang kurang
optimal;

Kepuasan kerja karyawan dapat meningkatkan
kinerja melalui komitmen organisasi. Kepuasan
kerja akan tercapai jika ada kesesuaian dengan
posisi pekerjaan yang mereka dapatkan,
penempatan staf berarti mengalokasikan
karyawan ke posisi kerja tertentu;

Lingkungan kerja yang kondusif di bidang
pelayanan di Kantor Kesehatan Fakfak
dikategorikan cukup kondusif dalam
melaksanakan tugas dan pelayanan;
Pemberian motivasi harus dilakukan secara rutin
karena motivasi yang diberikan mampu
meningkatkan kinerja staf, dan motivasi
merupakan salah satu aspek pembentukan
perilaku seseorang, termasuk perilaku staf di
tempat kerja.

Usia kehamilan di bawah 37 minggu, anemia,
preeklampsia, dan ketuban pecah dini (PROM)
menunjukkan hubungan signifikan dengan kejadian
bayi berat lahir rendah (LBW)
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Suzana et al
(2022)

Fretes dan
Hendrik
(2020)

pecah ketuban
prematur, dan
preeklampsia di rumah
sakit umum Fakfak,
Papua Barat.

Menganalisis hubungan Populasi
antara persepsi,

kelompok referensi,

sumber daya, dan sosial

budaya dengan

penggunaan rumah

tunggu persalinan di

Kecamatan Fakfak

Tengah, Kabupaten

Fakfak.

Menganalisis Provider
pelaksanaan

program P2P DBD

ditinjau dari aspek

input, process dan

output diwilayah kerja
Puskesmas Fakfak Kota

Kabupaten Fakfak.

Utilisasi pelayanan

Program
Kesehatan

Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi,
kelompok rujukan, sumber daya dan sosial budaya
dengan pemanfaatan rumah tunggu persalinan di
Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak.
Variabel sumber daya dan sosial budaya merupakan
faktor yang mempunyai hubungan paling kuat
dengan pemanfaatan rumah tunggu persalinan di
Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak.

e Pengetahuan tenaga pelaksana program maupun
kader sudah cukup baik, namun beban kerja
selain tugas pokok cukup banyak;

e Dana program bersumber dari dana BOK dan JKN
namun belum mencukupi;

® Sarana prasarana belum semua terpenuhi sesuai
standar;

® Beberapa kegiatan belum maksimal diantaranya
Pemberantasan Sarang Nyamuk karena
kurangnya keterlibatan masyarakat/seluruh
warga;

e Pertemuan lintas sektoral belum rutin
dilaksanakan;

o Angka kesakitan DBD masih tinggi, sementara
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capaian angka bebas jentik Puskesmas Fakfak
tercatat 37% dari target Puskesmas Fakfak 45%.

Provinsi Papuan Barat dan Nasional

Kemenkes
(2026)

Putri et
(2025)

Memotret prevalensi Populasi
stunting nasional
Mengkaji faktor-faktor Populasi

yang berhubungan
dengan
penyelenggaraan
kelembagaan di
Wilayah Papua,
Indonesia.

Disparitas
kesehatan

Utilisasi pelayanan

Papua Barat memiliki prevalensi sebesar 30,5%;
Angka ini menunjukkan perlunya fokus yang lebih
intensif, intervensi, dan penargetan yang lebih
spesifik di wilayah tersebut untuk mengejar dan
mencapai rata-rata nasional.

Cakupan keseluruhan persalinan di fasilitas
kesehatan di Wilayah Papua adalah 50,1%;
Daerah pesisir menunjukkan prevalensi yang
lebih tinggi, sedangkan wilayah Pegunungan
Tengah memiliki cakupan terendah;

Persalinan di fasilitas kesehatan secara signifikan
terkait dengan semua sembilan variabel
independen;

Perempuan dengan pendidikan rendah dan tanpa
pasangan cenderung kurang melahirkan di
fasilitas kesehatan, bahkan ketika secara finansial
ditanggung oleh asuransi kesehatan;

Kombinasi faktor demografis, sosial ekonomi, dan
akses layanan kesehatan memengaruhi
penggunaan persalinan di fasilitas kesehatan di
Papua;

Untuk meningkatkan akses membutuhkan
strategi multisektoral, termasuk pengembangan
infrastruktur, pendidikan kesehatan, dan
pemberian layanan kesehatan yang merata,
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Mahgfiroh
dan Kosasih
(2025)

Woulandari et
al (2025)

WHO (2024)

Rizkianti, et

Menganalisis distribusi
rumah sakit di
Indonesia berdasarkan
provinsi dan pulau
utama untuk
mengevaluasi
ketidakmerataan akses
layanan kesehatan.

Menganalisis
kesenjangan sosial
ekonomi dalam
pemanfaatan layanan
kesehatan primer di
Indonesia bagian timur

Monitoring
ketimpangan atau
disparitas status
kesehatan

Menilai hubungan

Sumber daya
kesehatan

Populasi

Populasi/Negara

Populasi

Sistem kesehatan

Disparitas
kesehatan

Disparitas
kesehatan

Akses pelayanan

khususnya bagi perempuan di daerah terpencil
dan kurang terlayani.

Indonesia bagian timur menghadapi tantangan
geografis, ekonomi, dan infrastruktur yang
memperburuk aksesibilitas terhadap layanan
kesehatan. Rumah sakit kelas A dan B yang
menawarkan layanan lengkap cenderung
terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga
masyarakat di daerah terpencil harus menempuh
jarak jauh dengan biaya tinggi untuk mendapatkan
layanan kesehatan yang memadai. Studi ini
menekankan pentingnya pembangunan
infrastruktur kesehatan yang merata, peningkatan
aksesibilitas, dan penyesuaian rasio rumah sakit
terhadap jumlah penduduk di daerah yang kurang
beruntung untuk mewujudkan keadilan dalam
layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Penduduk di Papua Barat memiliki kemungkinan
1,276 kali lebih kecil untuk menggunakan layanan
kesehatan primer dibandingkan dengan penduduk
di Papua (AOR 1,276; 95% Cl 1,262-1,289).

Persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan
terampil, menurut wilayah subnasional, Indonesia:
perkiraan indikator terendah terdapat di Papua
(0,64).

Hambatan geografis dan yang terkait transportasi,
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(2021)

Herawati et
al (2020)

antara hambatan yang
dirasakan dalam
mengakses layanan
kesehatan dan risiko
komplikasi terkait
kehamilan di kalangan

wanita usia reproduktif.

Populasi

Sistem kesehatan

termasuk perjalanan jarak jauh, kurangnya
kendaraan, dan infrastruktur yang tidak memadai,
masih menjadi perbedaan utama dalam akses
layanan kesehatan, yang dapat meningkatkan risiko
perempuan menunda akses ke layanan kesehatan
yang tepat waktu dan sesuai, dan selanjutnya
berakhir dengan komplikasi kebidanan.

Perempuan tidak menyadari layanan yang
tersedia untuk skrining kanker serviks;

Indeks rendah untuk penyakit tidak menular
menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah
terhadap pentingnya mengurangi beban penyakit
tidak menular masih kurang;

Kesadaran masyarakat yang rendah untuk
mencari pengobatan tuberkulosis;

Tingkat deteksi tuberkulosis yang rendah
menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit
tersebut;

Perilaku merokok yang tinggi dan gaya hidup
tidak sehat berkontribusi pada meningkatnya
beban penyakit tidak menular;

Intervensi pemerintah untuk menargetkan
perilaku dan gaya hidup masih kurang untu
pengendalian hipertensi;

Rasio tempat tidur rumah sakit per kapita yang
rendah dan kepadatan tenaga kesehatan yang
rendah tetap menjadi masalah penting yang
perlu ditangani di provinsi-provinsi miskin;

JKN belum menyediakan akses ke layanan
kesehatan berkualitas bagi seluruh warga negara;
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Adisasmito et
al (2020)

Mengetahui
kesenjangan geografis
dan sosioekonomi
dalam faktor risiko
penyakit kardiovaskular
(CvD).

Populasi

Disparitas
kesehatan

Beberapa provinsi yang mengalami tingkat
kemiskinan tinggi cenderung memiliki indeks
cakupan layanan yang rendah dan juga memiliki
angka kejadian bencana yang rendah;

Akses yang tidak memadai akibat kondisi
geografis, infrastruktur kesehatan yang buruk,
dan ketidaksetaraan kesehatan merupakan
masalah serius di provinsi-provinsi tersebut.

Beberapa distrik di Papua memiliki prevalensi
tertinggi dari semua faktor risiko, khususnya
merokok, obesitas, dan diabetes;

Prevalensi merokok berkisar dari 5,3% di distrik
Yahukimo (provinsi Papua) hingga 53,5% di distrik
Asmat (Papua);

Prevalensi kurang aktifitas fisik berkisar dari 9,4%
di distrik Yahukimo (Papua) hingga 93,1% di
distrik Yalimo (Papua);

Prevalensi hipertensi berkisar dari 9,6% di distrik
Nduga (Papua)
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b. Dokumen Kebijakan

Review dokumen adalah metode untuk mengakses data dan informasi dalam
analisis kebijakan yang umumnya digambarkan sebagai proses pengumpulan,
dokumentasi, analisis, interpretasi, dan pengorganisasian data secara sistematis, baik
yang tercetak maupun yang bersifat elektronik.

Tujuan

Tinjauan atau review dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi rencana
strategis, peraturan, laporan kebijakan, konsultasi laporan, pedoman daerah, pedoman
pelaksanaan, dan manual pelatihan, terkait dengan kebijakan pelayanan kesehatan gratis
dan penyediaan makanan bagi pendamping pasien di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua
Barat.

Metode

Review dokumen ini menggunakan empat tahapan utama, yakni: 1) menyiapkan
materi, 2) mengekstraksi data, 3) menganalisis data, dan 4) menyusun temuan, untuk
mengidentifikasi konteks, isi, dan proses dokumen kebijakan tentang pelayanan
kesehatan gratis di tingkat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, serta di tingkat
nasional.

Hasil

Tinjauan dokumen ini menjawab tiga pertanyaan tinjauan umum: 1) karakteristik
dokumen, misalnya tahun, judul, tipe dan tingkatan pembuatan dokumen? Pertanyaan
ini bertujuan untuk menelusuri perubahan dan perkembangan upaya pembangunan
kesehatan dari waktu ke waktu; 2) otoritas yang bertanggung jawab atas dokumen:
lembaga atau organisasi mana yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dokumen
kebijakan tersebut?; 3) konteks dan isi dokumen: konteks apa (analisis situasi, tantangan,
serta strategi dan rekomendasi utamanya) yang diidentifikasi dalam dokumen? Total
terdapat tiga dokumen kebijakan yang dianalisis dalam review dokumen, selengkapnya
disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Rangkuman temuan review dokumen kebijakan (n=8)

Tahun Judul Tipe Level Deskripsi
Dokumen
2026 Rencana Kerja (Renja) Rencana Dinas/OPD  Tantangan dan kendala
Dinas Kesehatan kerja - Persentase sampel makanan memenuhi syarat hanya 2%,
Kabupaten Fakfak mengindikasikan lemahnya pengawasan pangan dan kesehatan
Tahun 2026 lingkungan;

Kampung Siaga Aktif masih 0%, menunjukkan rendahnya
kesiapan masyarakat dalam ketahanan kesehatan;

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (70%)
masih di bawah target nasional (>285%);

Faktor geografis dan keterbatasan sarana transportasi
menyebabkan pelayanan tidak merata;

Sebagian masyarakat di distrik terpencil belum mendapatkan
pelayanan kesehatan rutin sesuai standar SPM;

Distribusi tenaga dokter, bidan, dan tenaga gizi belum merata;
Sebagian puskesmas masih kekurangan tenaga fungsional yang
kompeten di bidang laboratorium, gizi, dan kesehatan
lingkungan;

Keterbatasan obat, sarana prasarana, dan waktu tunggu
pelayanan masih menjadi keluhan utama masyarakat.

Masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi karena
keterlambatan rujukan dan kurang optimalnya pelayanan obstetri
emergensi dasar (PONED);

Pencegahan stunting belum optimal, meski penanganan gizi
buruk sudah 100%;

Pengawasan Kesehatan Lingkungan dan Pangan yang Lemah;
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Isu-

Hanya 2% sampel makanan yang memenuhi syarat, menandakan
lemahnya laboratorium pengujian dan pengawasan rutin oleh
petugas sanitasi;

Ketergantungan masyarakat terhadap intervensi dari luar masih
tinggi, sedangkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan
bencana kesehatan masih rendah;

Anggaran kesehatan masih didominasi oleh belanja pegawai dan
operasional rutin, dengan porsi yang kecil untuk program
promotif-preventif;

Keterbatasan tenaga kesehatan spesialis dan tenaga teknis di
wilayah terpencil.

Masih tingginya beban ganda penyakit (menular dan tidak
menular);

Ketergantungan terhadap dana pusat, sementara kapasitas fiskal
daerah masih rendah;

Rendahnya literasi kesehatan masyarakat dan perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS).

isu strategis:

Akses dan mutu: Penguatan sistem rujukan, peningkatan layanan
puskesmas keliling, optimalisasi kesehatan telemedicine, dan
distribusi SDM ke wilayah pesisir dan kepulauan;

Kematian ibu dan anak: Optimalisasi pelayanan PONED dan
PONEK, peningkatan peran bidan desa, dan penguatan sistem
rujukan maternal-neonatal;

Stunting dan gizi kesmas: Intervensi gizi spesifik dan sensitif
melalui Posyandu, pemanfaatan pangan lokal, serta edukasi
keluarga sehat;

SDMK: Pelatihan kompetensi berkelanjutan, insentif tenaga di
daerah sulit, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
Kepuasan: Penerapan Service Excellence, inovasi pelayanan cepat
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2025

Peraturan Bupati
Fakfak Nomor 11 Tahun
2025 Tentang
Pelayanan Kesehatan
Gratis Dan Penyediaan
Makanan Bagi
Pendamping Pasien

tanggap, dan sistem survei kepuasan berbasis digital;

Resiliensi: Pembentukan Kampung Siaga Sehat, peningkatan
surveilans epidemiologi, dan kesiapsiagaan bencana berbasis
komunitas;

Pangan dan lingkungan: Revitalisasi laboratorium kesehatan
daerah, dan lingkungan peningkatan SDM sanitarian, dan inspeksi
rutin makanan dan air minum.

Kebijakan Kabupaten Ruang lingkup:

Pelayanan Kesehatan Gratis;
Penyediaan Makanan bagi Pendamping Pasien; dan
Monitoring dan Evaluasi.

Pelayanan Kesehatan Gratis:

PKG diberikan kepada masyarakat Fakfak dalam bentuk
pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar
sebagai peserta BPJS Kesehatan;

PKG meliputi: rawat jalan; rawat inap kategori fasilitas pelayanan
kelas lll; dan transportasi rujukan pasien dari Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan ke Rumah Sakit Rujukan termasuk 1 (satu) orang
pendamping keluarga pasien;

Pelayanan kesehatan tidak termasuk biaya pelayanan kesehatan
rujukan di luar daerah yang tidak termasuk dalam cakupan BPJS;
Pelayanan obat-obatan mengacu pada Formularium Nasional
dan/atau Formularium Rumah Sakit yang ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Penyediaan Makanan Bagi Pendamping Pasien:

Bantuan penyediaan makanan diberikan kepada pendamping
pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;

Penyediaan makanan diberikan kepada 2 (dua) orang
pendamping pasien rawat inap;
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Penyediaan makanan berupa makan/snack pagi, makan siang,
dan makan malam;

Penyediaan makanan diberikan dalam bentuk makanan siap saji
yang dikemas.

Makanan bagi pendamping pasien wajib memenuhi syarat gizi
dan kesehatan;

Penerima bantuan makanan pendamping pasien dibuktikan
dengan Surat keterangan sebagai pendamping pasien dari Kepala
Ruang Perawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;

Pihak penyedia mendistribusikan makanan kepada pendamping
pasien dan berkoordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan
kesehatan.

Waktu pendistribusian makanan pendamping pasien
dilaksanakan bersamaan dengan waktu pendistribusian makanan
pasien;

Jumlah porsi makanan pendamping pasien berdasarkan jumlah
pesanan yang disampaikan oleh petugas rawat inap di fasilitas
pelayanan kesehatan kepada Pihak Penyedia sesuai formulir
pesanan;

Batas waktu pengajuan atau permintaan makanan pendamping
pasien paling lambat dua jam sebelum pendistribusian makanan;
Pendistribusian makanan pendamping pasien dilengkapi dengan
daftar penerimaan makanan pendamping pasien sebagai bahan
pertanggungjawaban;

Daftar penerimaan makanan pendamping pasien paling sedikit
memuat nama pendamping pasien, nama pasien, dan tanda
tangan pendamping pasien;

Daftar penerimaan makanan pendamping pasien dibuat oleh
pihak penyedia;

Pencatatan terhadap jumlah porsi makanan pendamping pasien
yang sudah didistribusikan dilaksanakan setiap hari;
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- Hasil pencatatan harian direkapitulasi setiap bulan sebagai bahan

pelaporan pelaksanaan.
Monitoring dan Evaluasi:

- Fasilitas pelayanan kesehatan menyusun laporan untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas setiap
bulan;

- Laporan pelaksanaan terdiri dari: pelaksanaan PKG; dan
pelaksanaan penyediaan makanan bagi pendamping pasien;

- Laporan pelaksanaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan
monitoring dan evaluasi oleh Tim;

- Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2021 Peraturan Daerah Kebijakan Kabupaten Perlakuan khusus:
Kabupaten Fakfak - Kelompok masyarakat rentan yang mendapat perlakuan khusus
Nomor 2 Tahun 2021 dalam penanggulangan bencana meliputi: penyandang cacat
Tentang dan/atau difabel; orang usia lanjut; bayi, balita dan anak-anak;
Penyelenggaraan perempuan hamil dan menyusui; dan orang sakit;
Penanggulangan - Perlakuan khusus meliputi: aksessibilitas; prioritas pelayanan;
Bencana dan fasilitas pelayanan.

Pemenuhan kebutuhan dasar:
- kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
- pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan umum dan
pengendalian penyakit menular; dan
- pelayanan psikososial.
Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak
bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD dan
instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melalui upaya:
- membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami
luka;
- membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- menyediakan obat-obatan;
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menyediakan peralatan kesehatan;
menyediakan tenaga medis dan paramedis;
merujuk ke rumah sakit terdekat.
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lll. Kesimpulan

Implementasi kebijakan kesehatan di Kabupaten Fakfak secara umum sudah sesuai dengan
kebijakan nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh
masyarakat. Inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah
perluasan kebijakan kesehatan gratis dan penyediaan makanan bagi pendamping pasien.
Kebijakan ini dikembangkan dan dilaksanakan sebagai respon terhadap tantangan dan masalah
pembangunan kesehatan di tingkat daerah baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi tata kelola
dan sistem kesehatan daerah. Hasil dari review dokumen ini akan digunakan sebagai input dan
dasar pijakan pelaksanaan riset dan kunjungan lapangan penelitian implementasi kebijakan
pelayanan kesehatan gratis dan penyediaan makanan bagi pendamping pasien di Kabupaten
Fakfak.
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